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• bahwa agar upaya pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara bijaksana, berhasil 

guna dan berdaya guna, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang, 

penetapan struktur danpola ruang wilayah, arahan pemanfaatan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; bahwa 

berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah;  

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010,  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 

1998, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008,  Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008,  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 

Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Keputusan 

Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 2Tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11Tahun 

2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5Tahun 2007, Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 21Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22Tahun 2008; 
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• Menerangkan tentang Tujuan, Kebijakan dan Strategi, Rencana Struktur Ruang Wilayah 

Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kawasan Strategis Wilayah 

Kabupaten, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, 

Penyidikan, serta Ketentuan Pidana. 

  

• Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2003 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenMagelang 2003-2013 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun2003 Nomor 12 Seri E Nomor 8) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

• Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati. 

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2011 
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